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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya Focus 

Group Discussion “Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan: 

Upaya Mewujudkan Keberlanjutan dan Kemandirian Energi di Indonesia”.  

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI bekerja sama 

dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Prosiding ini memuat hasil kegiatan 

Focus Group Discussion yang berisi analisis Naskah Akademik dan Rancangan 

Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan, serta forum tanya jawab 

antara peserta dengan pemateri. 

Terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah bekerja sama 

dalam menyusun dan menerbitkan prosiding ini, serta turut menyukseskan 

terselenggaranya Focus Group Discussion “Rancangan Undang-Undang tentang 

Energi Baru dan Terbarukan: Upaya Mewujudkan Keberlanjutan dan Kemandirian 

Energi di Indonesia”, di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.   

Semoga prosiding ini bermanfaat sebagai pengetahuan dan pemahaman 

secara menyeluruh mengenai energi baru dan terbarukan, serta sebagai bahan 

masukan berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang.   

 

 

Jakarta, September 2021 

Kepala Badan Keahlian DPR RI 

 

 

 

 

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. 
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Assalamualaikum Wr. Wb. 

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua 

(Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan), 

Yang kami hormati,  

• Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. M. Fauzan M.Pd.;  

• Para Akademisi dan Civitas Akademika UMM; serta 

• Hadirin yang berbahagia. 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT 

karena dengan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat mengikuti kegiatan 

Penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara 

Badan Keahlian DPR RI dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan 

Focus Group Discussion “Rancangan Undang Undang Tentang Energi Baru dan 
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Terbarukan: Upaya Mewujudkan Keberlanjutan dan Kemandirian Energi di 

Indonesia”. 

Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor serta 

civitas akademika UMM dalam kegiatan pada pagi hari ini. 

Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati 

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) secara optimal telah 

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 33 ayat 3 bahwa bumi dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian ditegaskan dengan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang telah mewajibkan pemerintah untuk 

meningkatkan pemanfaatan EBT dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada 

dengan tetap mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan 

lingkungan, serta memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi domestik untuk 

mencapai ketahanan dan kemandirian energi nasional. 

Energi terbarukan memiliki karakter yang unik di mana sifatnya setempat 

dan merupakan sumber energi domestik yang tidak dapat dipindahkan. Oleh karena 

itu, sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945, kita harus dapat memaksimalkan potensi 

EBT yang ada di Indonesia untuk kepentingan bangsa dan negara. Seperti diketahui, 

energi fosil di Indonesia telah mengalami penurunan, dan kini Indonesia adalah 

negara importir minyak bumi. Oleh karena itu, kita harus dapat mempersiapkan 

masa depan energi Indonesia dengan memaksimalkan potensi EBT yang sangat besar 

di Indonesia. Penyusunan rancangan undang-undang (RUU) EBT adalah salah satu 

ikhtiar kita untuk menyiapkan kerangka hukum pengaturan EBT di masa depan 

sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang dapat menyelesaikan segala tantangan 

yang ada, mewujudkan iklim investasi yang baik, dan menumbuhkan industri 

nasional. Saat ini RUU EBT sedang dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi dan 

diharapkan segera dilakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah. 

Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati 

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi Badan 

Keahlian DPR RI dan UMM dalam rangka penelitian, kajian, dan kegiatan akademik 

lainnya sebagai pelaksanaan dukungan keahlian untuk memperkuat fungsi DPR RI 

yang meliputi fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. 
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Badan Keahlian DPR RI merupakan badan yang mempunyai tugas dan 

fungsi dukungan perancangan undang-undang di DPR RI sebagaimana diamanatkan 

dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 sebagaimana telah diubah dengan 

UU Nomor 42 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 Tentang 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 

2014 Tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI 

Nomor 3 Tahun 2015, dan Peraturan Pimpinan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian Badan Keahlian DPR RI. 

Bapak, Ibu, dan Hadirin yang terhormat 

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan 

kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi dari Badan Keahlian DPR RI 

dan UMM. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi: 

a. Pelaksanaan penelitian bersama dalam ranah kegiatan akademik, berkenaan 

dengan pelaksanaan dukungan terhadap fungsi legislasi, penetapan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pengawasan DPR RI; 

b. Pelaksanaan kegiatan dalam ranah akademik, seperti kuliah umum, seminar, 

diskusi publik, diseminasi, lokakarya, dan workshop dalam rangka 

pelaksanaan dukungan keahlian Badan Keahlian DPR RI terhadap 

pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI; 

c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat; dan/atau 

d. Pelaksanaan kegiatan lainnya berdasarkan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku. 

Kami memandang bahwa perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam 

rangka optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dukungan terhadap 

fungsi legislasi, penetapan APBN, dan pengawasan DPR RI. Ke depan, kami berharap 

agar kerja sama ini akan semakin intensif, produktif, transparan, dan akuntabel 

dengan adanya upaya kami membangun sistem pengelolaan masukan masyarakat 

secara online.  Dengan sistem ini, akses masyarakat akan semakin terbuka lebar 

untuk memberikan masukan dan masyarakat juga dapat memantau tindak lanjut 

dari masukan-masukan yang disampaikan kepada Badan Keahlian DPR RI. 

Perlu kami sampaikan bahwa Badan Keahlian DPR RI telah melakukan 

penandatangan MOU dengan beberapa Universitas atau Perguruan Tinggi, antara 

lain Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Fakultas Hukum Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Nasional Jakarta, Universitas Islam Negeri 
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(UIN) Jakarta, Universitas Tadulako Palu, Universitas Katholik Widya Mandira, 

Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Universitas Negeri Surakarta (UNS) Solo, 

Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Aceh, dan Universitas Tanjungpura (UNTAN) 

Pontianak. 

Bapak, Ibu, dan Hadirin yang terhormat 

Akhirnya melalui kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih 

kepada UMM, para narasumber, serta hadirin yang sudah hadir pada hari ini. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

                      

                                                        

Malang, 29 September 2021 

Kepala Badan Keahlian DPR RI 

 

 

 

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. 
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PAPARAN 

A. Pendahuluan 

Pembaruan hukum dihadapkan pada dua tantangan besar yang 

menuntut percepatan akselerasi. Pertama, perubahan hukum yang sangat cepat 

mulai dari undang-undang hingga peraturan presiden. Kedua, dinamika 

kehidupan masyarakat yang sangat dinamis dan cepat sehingga membutuhkan 

pengaturan yang progresif pula. 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah harus mengikuti 

dan menyesuaikan atas seluruh perubahan yang terjadi pada peraturan 

perundang-undangan di atasnya. Berbagai undang-undang baru dan peraturan 

organiknya harus direspons dengan perubahannya. 

Untuk itulah dalam penyusunan undang-undang harus tunduk pada 

asas yang berlaku dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Perundang-undangan, di mana pada Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 

dinyatakan bahwa “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus 

dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

yang baik, yang meliputi: 

a. Asas kejelasan tujuan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang 

hendak dicapai; 

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap 

jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga 

negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang 

berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan 

atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau 

pejabat yang tidak berwenang; 

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa 

dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-

benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis 

dan hierarki Peraturan Perundang-undangan; 

d. Asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan 

Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara 

filosofis, sosiologis, maupun yuridis; 

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan 

perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan 
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dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara; 

f. Asas kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-

undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta 

bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak 

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; 

g. Asas keterbukaan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan 

dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat 

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan 

masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Di dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan 

bahwa (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 

asas: 

a. Asas pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk 

menciptakan ketentraman masyarakat; 

b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 

Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan 

penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap 

warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional; 

c. Asas kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang 

majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 

Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk 

mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; 

e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 

Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh 

wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan 

yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional 
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yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

f. Asas bineka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku 

dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

g. Asas keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi 

setiap warga negara; 

h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa 

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh 

memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, 

antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial; 

i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban 

dalam masyarakat melalui jaminan kepastian; 

j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi 

Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan 

individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara; 

k. Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-

undangan yang bersangkutan. 

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan 

perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan 

perundang-undangan. Semua asas di atas, harus dipahami dengan baik oleh 

penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan. 

Maka dari itu dalam menyusun peraturan perundang-undangan selalu ada 

pertanyaan, apa pentingnya membentuk peraturan ini? Tujuannya apa? Apakah 

bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat? apakah mempunyai nilai-nilai 

keadilan? Tidakkah instrumen lain, selain peraturan, sudah cukup? Dalam 

menyusun substansi yang diinginkan oleh penentu kebijakan, pembentuk 

peraturan perundang-undangan harus selalu bertanya, apakah rumusannya 

sudah jelas dan tidak menimbulkan penafsiran? 

Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan cara 

penulisan, untuk disesuaikan dengan ragam bahasa peraturan perundang-
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undangan yang memang mempunyai ciri dan corak tersendiri, antara lain lugas 

dan pasti, bercorak hemat, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan 

kata atau istilah/ungkapan secara konsisten. 

Terkait dengan penyusunan naskah akademik dan RUU EBT, 

pengaturan ini merupakan upaya untuk mewujudkan kedaulatan, ketahanan, 

dan kemandirian, serta keberlanjutan energi nasional. Untuk itu dalam 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan  akhirnya penetapan RUU EBT 

menjadi UU harus dimulai dari memahami, mengerti, menghayati, dan akhirnya 

menerapkan pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat 

hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”, dan Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.1 

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 maka 

sumber daya alam yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasai oleh negara untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. Dengan demikian BUMN, BUMD, dan BUMDes dapat 

menjadi tangan negara dalam menjadikan energi sebagai modal pembangunan 

nasional. 

B. Analisis terhadap Naskah Akademik 

1. Pada dasarnya naskah akademik sudah sesuai dengan penyusunan 

naskah akademik, kecuali isi aspek sosiologi yang seharusnya didasarkan 

hasil kajian di lapangan dan pendapat dari masyarakat yang bisa 

dilakukan dengan survei, observasi, dan wawancara atau bentuk lainnya 

terkait substansi yang akan diatur dalam UU, selanjutnya dianalisis apa 

urgensinya atas RUU ini bagi masyarakat, bangsa, dan negara. 

2. Dalam naskah akademik dinyatakan bahwa tata kelola ketenaganukliran 

tunduk pada rezim Hak Penguasaan Negara, karena karakteristik 

komoditas ini menyangkut kehidupan dan keselamatan orang banyak.2 

Nuklir merupakan kegiatan yang berisiko tinggi untuk itu seharusnya 

diselaraskan dengan RUU EBT, bahwa terkait nuklir, subjek pengelola 

hanya negara atau dikuasai oleh negara. Sesuai dengan amanat Pasal 33 

ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah 

 
1  Lihat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 
2  Lihat Naskah Akademik RUU EBT, hlm. 143. 
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Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/Puu-I/2003 Pengujian Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (UU Nomor 20 

Tahun 2002), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 

36/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 

111/PUU-XIII/2015, tanggal 29 September 2015. 

 

C. Analisis terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan 

Terbarukan 

1. Pada dasarnya, RUU EBT ini terkait dengan beberapa UU yang telah ada 

yang bersinggungan dengan sumber daya alam, oleh karena itu harus 

cermat jangan sampai hanya mengulang apa yang telah diatur atau 

disharmoni dengan UU lainnya yang mengatur objek yang sama. 

2. Seharusnya ada perbedaaan pengaturan energi baru dan terbarukan, 

yaitu: 

a. penguasaan; 

b. sumber energi baru dan terbarukan; 

c. perizinan dan pengusahaan energi baru dan terbarukan; 

d. penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan; 

e. pengelolaan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja; 

f. penelitian dan pengembangan; 

g. harga energi baru dan terbarukan; 

h. insentif; 

i. dana energi baru dan terbarukan; 

j. pembinaan dan pengawasan; dan 

k. partisipasi masyarakat. 
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No. Materi UU Terkait Pasal Problematika Rekomendasi 

1. KONSIDERAN  
MENIMBANG 

  a. Dalam menyusun 
dasar 

pertimbangan 

seharusnya 
selaras dengan 

naskah akademik 

yang memuat 

aspek filosofis, 
sosiologis dan 

yuridis. 

 

a. Perlu 
diselaraskan 

dengan alasan 

sosiologis 
dalam naskah 

akademik,  

ditambah 

dasar   
pertimbangan 

dari aspek 

sosiologis 
misalnya: 

bahwa untuk 

……….. 
 

b. Bahwa energi 

baru dan 

terbarukan 
sebagai sumber 

daya alam 

strategis yang 
menguasai hajat 

hidup orang 

banyak, dikuasai 
oleh negara untuk 

sebesar-besar 

kemakmuran 

rakyat sesuai 
dengan Undang-

Undang Dasar 

Negara Republik 
Indonesia Tahun 

1945. 

 
Kata “sumber daya 

alam strategis” 

berpotensi 
menimbulkan 

pertanyaan dan multi 

tafsir. Sebaiknya kata 

“sumber daya alam 
strategis” diganti 

menjadi “sumber daya 

alam yang penting 
bagi negara dan yang 

menguasai hajat 

hidup orang banyak”. 
 

b. Bahwa energi 

baru dan 

terbarukan 
sebagai 

sumber daya 

alam yang 
penting bagi 

negara dan 

yang 
menguasai 

hajat hidup 

orang 

banyak, 
dikuasai oleh 

negara untuk 

sebesar-besar 
kemakmuran 

rakyat sesuai 

dengan 
Undang-

Undang Dasar 

Negara 
Republik 

Indonesia 

Tahun 1945. 

c. Bahwa Indonesia 

memiliki sumber 

daya energi baru 
dan terbarukan 

yang belum 

dikelola dan 
dimanfaatkan 

secara optimal, 

sehingga perlu 
didorong 

pengembangan 

dan 

pemanfaatannya 
untuk menjamin 

c. Perlu adanya 

tahapan target 

kapasitas 
produksi EBT 

dalam rentang 

waktu 
tertentu. 
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dan meningkatkan 
ketersediaan, 

ketahanan, dan 

kemandirian 
energi nasional 

secara 

berkelanjutan; 

 

d. bahwa energi baru 

dan terbarukan 

memiliki peran 
penting dalam 

rangka akselerasi 

transisi sistem 

energi menuju 
sistem energi 

nasional yang 

berkelanjutan; 
 

 

2. KONSIDERAN 

MENGINGAT 

  Dasar hukum yang 

digunakan 

disesuaikan dengan 
asas hierarki 

peraturan perundang-

undangan 
sebagaimana diatur 

dalam UU No. 12 

Tahun 2011 junto UU 
No. 15 Tahun 2019 

Tentang…..Perubahan 

UU Nomor 12 Tahun 
2011, jadi harus taat 

asas. 

Perlu ditambahkan 

Pasal 20A ayat (1) 

UUD NRI Tahun 
1945. Adapun 

Bunyi Pasal 20A 

ayat (1):  
“Dewan Perwakilan 

Rakyat memiliki 

fungsi legislasi, 
fungsi anggaran, 

dan fungsi 

pengawasan.**)” 
 

3. KETENTUAN 

UMUM 

Pengertian 

Umum hampir 
sama dengan 

yang diatur 

dalam UU  
Nomor 30 Tahun 

2007 tentang  

Energi. 

Pasal 1 bahwa energi baru 

dan terbarukan 
memiliki peran 

penting dalam rangka 

akselerasi transisi 
sistem energi menuju 

sistem energi nasional 

yang berkelanjutan; 

Jadi  pengertian 

dalam ketentuan 
umum  yang tidak 

banyak disebut 

dalam pasal-pasal 
berikutnya 

sebaiknya dihapus 

saja dan sebaliknya 

jika sering disebut 
harus 

dicantumkan. 

 
Angka 4 

HAPUS 

 
Angka 12: 

Perizinan Berusaha 

adalah legalitas 
yang diberikan 

kepada  pelaku 

usaha untuk 

memulai dan 
menjalankan usaha 

dan/atau 

kegiatannya. 
 

Pasal 1 angka 10, 11, 

12 sebaiknya dihapus 

karena Inkonsisten 

Ditambah 

Penjelasan 

Putusan MK 
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dengan konsideran 
menimbang huruf a 

pada kalimat 

“dikuasai oleh negara” 
dan  Pasal 5 serta 

Bertentangan dengan 

Putusan Mahkamah 

Konstitusi Perkara 
Nomor 001-021-

022/PUU-I/2003 

Dimuat Dalam Berita 
Negara Republik 

Indonesia Nomor 102 

Tahun 2004, Terbit 
Hari Selasa tanggal 21 

Desember 2004 dan 

Putusan Mahkamah 
Konstitusi Perkara 

Nomor 36/PUU-

X/2012, dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi 
Perkara Nomor 

111/PUU-XIII/2015, 

tanggal 29 September 
2015. 

 

4. BAB II: 

Asas, Tujuan, 
Ruang 

Lingkup 

Pengaturan 

umum 
hampir sama 

dengan UU 

Nomor 30 Tahun 
2007 tentang  

Energi. 

 

Pasal 2 

Pasal 3 
Pasal 4 

 RUU seharusnya 

ada perbedaan 
terkait asas, tujuan 

..... karena objek 

kajian berbeda. 

5. Bab III: 
Penguasaan 

Sudah diatur 
dalam UU  

Nomor 30 Tahun 

2007 Tentang  
Energi. 

Pasal 5 Sudah tepat,  sesuai 
dengan Pasal 33 ayat 

(2) dan Ayat (3) UUD 

NRI Tahun 1945 
Sumber Energi Baru 

dan Sumber Energi 

Terbarukan yang 
merupakan sumber 

daya alam yang 

menguasai hajat 
hidup orang banyak 

dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan 

untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. 

 

 

6. Bab IV: Energi 
Baru 

Sudah diatur 
dalam UU  

Nomor 30 Tahun 

2007 tentang 

Energi  
 

Pasal 6  ayat 

(2)  

 

Mengamanatkan 
pengaturan lebih 

lanjut dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah 

Jika tidak segera 
dibentuk PP, 

maka UU ini akan 

terkunci oleh UU 

itu sendiri. 
 

Seharusnya 

dijelaskan saja di 
penjelasan, jenis 

Sumber Energi 

Baru lainnya, 
meliputi apa saja. 



 

 
  10 
 

No. Materi UU Terkait Pasal Problematika Rekomendasi 

 

Pasal 7 (3) ...... badan usaha 
milik negara khusus 

 

(4) ……. oleh badan 
usaha milik negara, 

koperasi, dan/atau 

badan swasta.  

(5) Pembangunan 

pembangkit listrik 
tenaga nuklir 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat 

setelah mendapat 
persetujuan dari 

Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik 

Indonesia.  

(6)…. Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 

badan usaha milik 

negara khusus 
sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(3) diatur dalam 

Peraturan 
Pemerintah. 

 

Cek Pasal 13 ayat  
(4) 

 

Badan Usaha 
terdiri atas:…. 

 

Tidak ada jenis 
badan usaha 

milik negara 

khusus (dalam 
satu UU perlu 

singkronisasi) 

 

Pasal 13 ayat  (4)  
Perlu ditambah, 

jenis Badan 

Usaha terdiri atas: 
badan usaha 

milik negara 

khusus 

Pasal 15  
ayat (2) 

huruf d 

 

Sanksi administrasi, 
DENDA 

Diselaraskan 
dengan UU terkait 

Sanksi 

admnistrasi 

denda harus 
dipertegas, denda 

admnistratif atau 

denda paksa 
 

Lebih baik 

gunakan denda 
paksa 

 

Pasal 13 Karena energi dan EB 

merupakan penting 
bagi negara dan 

menguasai hajat 

hidup orang banyak, 
maka seharusnya 

dikuasai oleh negara 

untuk mewujudkan 
sebesar-besar 

kemakmuran rakyat 

Indonesia. 

 

Oleh karena itu 

energi dan EB 
harus dikelola oleh 

negara dalam 

bentuk BUMN atau 
BUMD, BUMDES 

yang dibentuk 

khusus untuk 
melakukan 

pengelolaan energi 

di Indonesia. 

 
Contoh adalah PLN 

dan Lembaga Bank 

Tanah 
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Jadi untuk EB 
pihak swasta 

dihapus, seperti: 

a. Koperasi, 

b. badan usaha 
milik swasta; 

dan  

c. badan usaha 

lain sesuai 
dengan 

ketentuan 

peraturan 
perundang-

undangan.    

 

1. Pasal 13 
ayat 5 

2.  

Batasan yang 
diberikan tidak 

memberatkan 

terutama terkait peran 
serta masayrakat agar 

segenap lapisan 

masayrakat dapat 

berperan serta, 
penting diperlukan 

pendampingan agar 

pelaksanaannya 
terarah dan 

terstandarisasi. 

Lembaga 
pendampingan 

disiapkan oleh 

pemerintah atau 
lembaga lain yang 

kompeten termasuk 

keterlibatan 

perguruan tinggi yg 
konsern terhadap 

kemandirian energi. 

 

Perlu 
penyesuaian 

persyaratan yang 

tidak 
memberatkan 

terutama untuk 

masyarakat 

umum yang ingin 
terlibat dalam 

kemandirian 

energi, agar 
peran serta 

masyarakat dapat 

maksimal akan 
tetapi tetap 

bertanggung 

jawab. 
Persyaratan yang 

dibuat harus 

memberi ruang 

kepada 
masyarakat 

untuk berperan 

dalan 
industri/produksi 

EB. 

 

3. Pasal 15 Mengenai Perijinan, 
sanksi administrasi 

sebaiknya tidak 

diberlakukan untuk 
peran serta 

masyarakat atau 

pengusahaan 
kapasitas kecil skala 

koperasi atau tingkat 

pedesaan atau untuk 
bagian ini diperlunak. 

 

Sanksi perizinan 
yang 

diberlakukan 

indiutri EB dari 
masyarakat 

harus 

dihilangkan, 
untuk 

memberikan 

peluang kepada 
masyarakat yang 

lebih luas dalam 

penyediaan EB. 

Jadi harus 
dibedakan antara 

yang komersial 
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dan non 
komersial. 

 

4. Pasal 20 Mengenai 

Ekspor/Impor Energi 
harus ada penjelasan 

yang lebih spesifik 

(misal ekspor 
dilakukan bila seluruh 

kebutuhan dalam 

negeri sudah 
tercukupi, impor 

dapat dilakukan bila 

produksi dalam negeri 

tidak mampu 
mencukupi dan harga 

yg diterapkan harus 

lebih rendah dari 
harga dalam negeri 

atau maksimal sama. 

 

Sebaiknya 

kegiatan ekspor 
energi hanya bisa 

dilakukan bila 

kemandirian 
energi telah 

tercapai, atau 

kebutuhan energi 
dengan EBT di 

dalam negeri 

telah terpenuhi. 

Pasal 21 
ayat (2) (1) Badan Usaha 

yang 
mengusahakan 

Energi Baru wajib 

mengutamakan 
produk dan 

potensi dalam 

negeri. 

(2) Produk dan 
potensi dalam 

negeri 

sebagaimana 
dimaksud pada 

ayat (1) antara 

lain: 

a. tenaga kerja 
Indonesia; 

b. teknologi 

dalam 

negeri; 

c. bahan-

bahan 
material 

dalam 

negeri; dan 

d. komponen 
dalam 

negeri 

lainnya yang 
terkait 

Energi Baru. 

(3) Badan Usaha 

yang 
mengusahakan 

Energi Baru 

sebagaimana 

Pasal 21 ayat (2) 
 

Perlu adanya 

limitasi minimal 
persentase jumlah 

Tenaga kerja 

Indonesia dari total 
kebutuhan, karena 

faktanya saat ini 

banyak TKA yang 
masuk ke 

Indonesia tidak 

sesuai ketentuan 

yang berlaku, 
sementara banyak 

tenaga kerja 

Indonesia 
termasuk yang 

terampil dan 

terdidik yang harus 
mengalami PHK. 

 

Perlunya 
percepatan 

pelaksanaan alih 

IPTEK 
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dimaksud pada 
ayat (1) wajib 

melakukan alih 

ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 

(4) Alih ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi 

sebagaimana 
dimaksud pada 

ayat (3) 

dilaksanakan 
sesuai dengan 

ketentuan 

peraturan 
perundang-

undangan. 

 

Bagian 

Ketiga  

Pasal 22 

ayat (3)  

(3) Ketentuan 
mengenai tata cara 

kliring……. diatur 

dalam Peraturan 
Menteri. 

Pengaturan lebih 
lanjut dalam 

Peraturan Menteri 

ini loncat tidak 
sesuai dengan 

Hierarki 

Perundang-
undangan, 

seharusnya dalam 

bentuk PP. 

 
Perlu penjelasan 

audit teknologi. 

 

Bagian 

Keempat: 

Penyediaan 

dan 
Pemanfaatan 

 

 5. Pasal 23 Penyediaan Energi 

Baru: badan usaha, 

untuk perorangan 

yang ingin mencukupi 
kebutuhan listrik dg 

EBT yg ada tidak 

harus berbadan 
usaha. Perlu uraian yg 

jelas, agar individu 

atau anggota 
masyarakat yang ingin 

berperan serta tidak 

terhalang dan tidak 
memberatkan. 

 

Perlu keleluasan 

lembaga 

masyarakat/ 

masyarakat 
secara bersama-

sama atau secara 

sendiri ikut 
berpatisipasi 

dalam keman-

dirian energi 
minimal untuk 

mencukupi 

kebutuhan 
energinya sendiri. 

Pasal 24 Pasal 24 

 
Penyediaan Energi 

Baru dilakukan 

melalui: 
a. badan usaha 

milik negara; 

b. badan usaha 

milik daerah; 
c. badan usaha 

milik desa; 

d. koperasi; 
e. badan usaha 

milik swasta; dan 

Pasal 24 

 
Penyediaan Energi 

Baru dilakukan 

melalui: 

a. badan usaha 

milik negara; 

b. badan usaha 

milik daerah; 

c. badan usaha 

milik desa; 

d. koperasi; 
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f. badan   usaha   
lain   sesuai   

dengan 

ketentuan 
peraturan 

perundang- 

undangan. 

e. badan usaha 

milik swasta; 

dan 

f. badan   usaha   

lain   sesuai   

dengan 

ketentuan 

peraturan 

perundang- 

undangan. 

 

Pasal 24 
Inkonsisten dengan 

konsideran 

menimbang huruf 

a pada kalimat 
“dikuasai oleh 

negara” dan Pasal 

5 serta 
Bertentangan 

dengan Putusan 

Mahkamah 
Konstitusi Perkara 

Nomor 001-021-

022/PUU-I/2003 
Dimuat Dalam 

Berita Negara 

Republik Indonesia 

Nomor 102 Tahun 
2004, Terbit Hari 

Selasa tanggal 21 

Desember 2004 
dan Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi Perkara 
Nomor 36/PUU-

X/2012, dan 

Putusan 
Mahkamah 

Konstitusi Perkara 

Nomor 111/PUU-

XIII/2015, tanggal 
29 September 

2015. 

 

7. Bab V:  Energi 

terbarukan 

 6. Pasal 28 s.d. 

Pasal 32 

Harus ada aturan 

tersendiri untuk 

perorangan atau 

masyarakat yg ingin 
memenuhi kebutuhan 

energi secara mandiri, 

misal tenaga Surya 
dll. 

 

Bagian tersendiri 

yang membahas 

tentang peran 

serta masyarakat 
dalam memenuhi 

kebutuhan 

energinya secara 
mandiri dengan 

EBT. 

 

7. Pasal 29 
ayat 2 

Perlu adanya Badan 
yang mengurusi 

khusus tentang 

Pelaksanaan Perijinan 
agar proses 

Rujukan 
pembentukan 

lembaga khusus 

yang menangani 
perijinan EBT 

sehingga setiap 
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perijinannya tidak 
berlangsung lama. 

 

ijin pengurusan 
operasi EBT lebih 

mudah dan tidak 

bertele-tele. 
 

8. Pasal 29 

ayat 3 

Bagi usaha yang non 

komersial yang 

dilakukan oleh 
msyarakat Perlu 

adanya pendampingan 

dalam pengembangan 
produksi EBT di 

masyarakat baik 

tingkat kecamatan, 

desa maupun individu 
oleh dunia perguruan 

tinggi. Misalnya 

edukasi, pemasangan 
dll. 

 

Rujukan tentang 

Lembaga-lembaga 

profesional atau 
perguruan tinggi 

yang telah 

berpengalaman 
dalam hal EBT. 

8. Bagian Kesatu: 

Sumber Energi  
Baru dan 

Sumber Energi  

Terbarukan 

Penguasaan 

sudah diatur 
dalam UU  

Nomor 30 Tahun 

2007 Tentang  
Energi  

 

 

Pasal 32 

ayat (2)  
 

Pasal 33  

 

Ayat (2) huruf d 

 
Sanksi 

administratif…… 

Denda  
 

Mengamanatkan 

pengaturan lebih 
lanjut dalam bentuk 

PP. 

Denda admnistrasi, 

harus tegas apa 
denda admnistrasi 

atau denda paksa 

(dwagsom) 
 

Perizinan harus  

diharmonisasi 
dengan UU lainnya, 

antara lain UU 

Nomor 30 Tahun 
2007 tentang  

Energi, UU 

perlindungan dan 

pengelolaan 
lingkungan hidup. 

 

Bagian Ketiga: 
Penyediaan 

dan 

Pemanfaatan 

 Bagian 
Keempat  

Penyediaan 

dan 

Pemanfaatan  
Pasal 25 

ayat (3) 

 
Pasal 37 

ayat (5) 

 
Pasal 38 

ayat (3) 

 
Pasal 41 

ayat (4) 

 

Pasal 43  
Ayat (2)  

 

Pasal 44 
 

Ketentuan lebih lanjut 
…. diatur dalam 

Peraturan Pemerintah 

 

Sanksi administrasi, 
harus konsisten 

dengan pasal-pasal 

lainnya  yang 
mengatur sanksi. 

 

Standar portofolio 
…..diatur lebih lanjut 

dalam PP. 

Mengamanatkan 
pengaturan lebih 

lanjut dalam 

bentuk PP. 

 
Harus segera 

dibentuk jika tidak 

maka UU ini akan 
dikunci sendiri oleh 

UU ini. 
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9. Bab VI: 
Pengelolaan 

Lingkungan 

serta 
Keselamatan 

dan Kesehatan 

Kerja 

Sama 
sebagaimana 

diatur dalam: 

a. UU  Nomor 
30 Tahun 

2007 tentang 

Energi 

b. UU 30 
Tahun 2009 

tentang 

Ketenagalist-
rikan 

c. UU 32 

Tahun 2009 
tentang 

Perlindungan 

dan 
Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

 

Pasal 46 

ayat (4) 

 

 

Pasal 47  

Ayat (2)  

 

Pasal 47  

Ayat (3)  

 

Ketentuan lebih lanjut 
…. diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

 
Sanksi administrasi, 

harus konsisten 

dengan pasal-pasal 

lainnya  yang 
mengatur sanksi  

 

Ketentuan mengenai 
tata cara penjatuhan 

sanksi 

administratif….. 
Peraturan Menteri  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Pengaturan lebih 

lanjut dalam 
Peraturan Menteri 

ini loncat tidak 

sesuai dengan 
hierarki 

Perundang-

undangan, 
seharusnya dalam 

bentuk PP. 

10. Bab VII: 

Penelitian dan 

Pengembangan 

sudah diatur 

dalam UU  

Nomor 30 Tahun 
2007 tentang 

Energi  

 

Pasal 50 

 

Ketentuan lebih lanjut 

…. diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 
 

 

Jika PP tidak 

segera dibuat 

maka UU ini akan 
dikunci oleh UU 

ini sendiri. 

11. Bab VIII: 
Harga Energi 

Baru dan 

Terbarukan 

Pengaturan baru Pasal 51 dan 
Pasal 52 

Ketentuan lebih lanjut 
…. diatur dalam 

Peraturan Pemerintah 

 

Jika PP tidak 
segera dibuat 

maka UU ini akan 

dikunci oleh UU 
ini sendiri 

Pasal 52 

ayat 4 

Selisih harga EBT 

yang ada di 

masyarakat sebaiknya 
dapat memberikan 

kontribusi atau nilai 

tambah pada setiap 
produsen EBT 

penyedia terutama 

EBT Surya atau selisih 

mahalnya 
ditanggung/diganti 

pemerintah. 

 
Di sisi lain akan 

membebani APBN. 

 

Perlu mekanisme 

yang jelas agar 

biaya operasional 
tercukupi dan 

keberlangsungan-

nya tetap terjaga. 
 

Perlu ditambah 

ayat tentang 

komponen 
penetapan harga 

jual energi 

terbarukan, yang 
meliputi antara 

lain biaya pokok 

penjualan. Biaya 
transmisi dan 

distribusi dll. 

 

12. Bab IX: 
Insentif 

sudah diatur 
dalam UU  

Nomor 30 Tahun 

2007 tentang  
Energi 

 

Pasal 53  
ayat (3) 

 

Ketentuan lebih lanjut 
…. diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

 
 

Jika PP tidak 
segera dibuat 

maka UU ini akan 

dikunci oleh UU 
ini sendiri. 

13. Bab X: Dana 

Energi  Baru 
dan 

Terbarukan 

Pengaturan baru Pasal 54 Pasal 54  

(4) Dana Energi Baru 
dan Terbarukan 

Ketentuan pasal  

54 ayat (4), ini 
berarti ada dua 

kementrian yang 
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sebagaimana 
dimaksud pada 

ayat (1) dikelola 

oleh Menteri dan 
menteri yang 

menyelenggarakan 

urusan 

pemerintahan di 
bidang keuangan. 

(5) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 

dana Energi Baru 
dan Terbarukan 

sebagaimana 

dimaksud pada 

ayat (1) sampai 
dengan ayat (4) 

diatur dalam 

Peraturan 
Pemerintah. 

 

mengelola dana 
EBT. 

 

Siapa 
penanggungjawab 

dana EBT? 

 

 
 

 

Mengamanatkan 

pengaturan lebih 

lanjut dalam 
Peraturan 

Pemerintah.  

 

Kompensasi  Badan 

Usaha yang 
mengembangkan 

energi baru dan 

terbarukan. 
 

Perlu memasukan 

bentuk 
kompensasi yang 

akan diterima 

oleh masyarakat 
jika proyek EBT 

berdampak 

negatif. 
 

Catatan: tambah 

ayat Ganti untung 
dan ganti rugi 

kepada 

masyarakat yang 

terdampak. 
   

14. Bab XI: 

Pembinaan 
dan 

Pengawasan 

sudah diatur 

dalam beberapa  
undang-undang: 

a. UU Nomor 

30 Tahun 

2007 tentang 
Energi 

b. UU 30 

Tahun 2009 
tentang  

ketenagalis-

trikan 
 

Pasal 56  

 

Mengamanatkan 

pengaturan lebih 
lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah 

Jika PP tidak 

segera dibuat 
maka UU ini akan 

dikunci oleh UU 

ini sendiri 

 

Pasal  57 

ayat 1 s.d. 

ayat 4 

hanya dalam hal 

masukan, 

keberatan, inisiatif, 
pengawasan, 

memperoleh 

informasi, manfaat 

dan kesempatan 
kerja saja, secara 

jelas tidak 

menyebutkan 
keterlibatan atau 

peran masyarakat/ 

perorangan dalam 
menyediakan energi 

sebagai bagian dari 

kemandirian energi, 
ketahanan/ 

kemandirian energi 

Penegasan 

kembali perihal 

peran serta 
masyarakat dalam 

memproduksi 

energi EBT secara 

mandiri sebagai 
bagian dari 

keikutsertaan 

dalam 
kemandirian 

energi di 

Indonesia sesuai 
RUEN. 
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No. Materi UU Terkait Pasal Problematika Rekomendasi 

tercapai bila semua 
elemen masyarakat 

(setiap individu/ 

masyarakat) berperan 
serta dan terlibat 

langsung dalam 

penyediaan/produksi 

energi EBT secara 
mandiri, hal ini sangat 

berpengaruh terhadap 

keberhasilan 
kemandirian energi 

dalam memenuhi 

kebutuhan energi 
nasional secara 

merata ke seluruh 

pelosok negeri.  
Partisipasi 

Masyarakat, 

Keterlibatan 

masyarakat 
sementara bukan 

kesempatan 

memproduksi/ 
menyediakan, 

walaupun pada 

pasal 39 disebutkan 
akan tetapi kembali 

ditegaskan 

batasannya pada 
pasal 56 ini. 

 
15. Bab XII: Partisipasi 

Masyarakat 

sudah diatur dalam 

beberapa  undang-

undang: 

a. UU Nomor 30 

Tahun 2007 

tentang Energi 

b. UU 30 Tahun 2009 

tentang  

ketenagalis-trikan 

c. UU 14 Tahun 2008 

tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

 

Pasal 57  

 

 

 

Mengamanatkan pengaturan lebih 

lanjut dalam PP. 

Jika PP tidak segera dibuat 

maka UU ini akan dikunci 

oleh UU ini sendiri. 

 

Pasal 57 Ayat (3 ) belum ada 

hak masyarakat untuk 

mendapatkan edukasi 

Transisi energi 

membutuhkan perubahan 

perilaku yang dihasilkan 

dari rekayasa/trans-

formasi sosial, maka 

pendidikan perlu mendapat 

porsi yang besar. 

Pendidikan mendukung 

penguatan modal sosial, 

perubahan persepsi sosial, 

dan keberhasilan 

pemberdayaan masyarakat. 

 

Rekomendasi: masyarakat 

wajib mendapatkan 

edukasi tentang EBT. 

 

16. Bab XIII: Ketentuan 

Peralihan 

 

Pengaturan umum  Tidak ada masalah  

17. Bab XIV: Ketentuan 

Penutup 

 

Pengaturan umum  Tidak ada masalah  

 

. 
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D. Penutup 

1. Peraturan Perundang-undangan yang baik, selain harus memperhatikan 

substansi/konten peraturan, juga harus memperhatikan aspek teknis dan 

kaidah-kaidah formil penyusunan sebuah peraturan perundang-

undangan. Sistematika penulisan rancangan undang-undang ini pada 

dasarnya sudah cukup baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011, diharapkan kedepannya semakin cermat, teliti, dan 

konsisten dalam pemilihan bahasa sehingga tidak menimbulkan 

multitafsir. 

2. Lembaga legislatif dan pemerintah seharusnya menentukan arah 

kebijakan yang tegas terkait materi RUU ini mengingat energi baru dan 

terbarukan merupakan suatu hal yang berbeda. Dan dari keduanya mana 

yang lebih urgen untuk diprioritaskan diatur dalam suatu UU untuk 

menjamin kepastian hukum di bidang energi. 

3. Perlu sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai transisi 

sistem energi menuju sistem energi nasional yang berkelanjutan. 

 

SESI TANYA JAWAB 

 

Pertanyaan: 

1. Bapak Surya Anoraga, S.H., M. Hum.: 

Konsep di amandemen ke IV Pasal 33 itu ada satu konsep yang belum 

tepat, bahwa penguasaan negara di dalam pertimbangan itu yang perlu 

ditampilkan adalah bahwa di menimbang Sumber Daya Alam dikuasai 

oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Konsep ini merupakan amandemen ke-IV 

Pasal 33 UUD 1945 Sumber Daya Alam ini dikuasai oleh Tuhan Yang Maha 

Kuasa dan konsep pengelolaannya berada di negara. 

Di dalam pertimbangan juga perlu merujuk berbagai perundang-

undangan yang lainnya, misalnya belum memperhatikan undang-undang 

lingkungan dan undang-undang tata ruang. 
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Rancangan Undang-Undang ini perlu direvisi dan diperbaharui misalkan 

dari hak asasi dari pemerintah maupun hak asasi dari warga negara dalam 

pengelolaan energi, itu perlu ditata ulang kembali. Perlu partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan keputusan pelaksanaan energi? 

Jawaban: 

Terkait dengan pasal-pasal yang ada penting untuk mengetahui petanya. 

Kalau kita lihat Pasal 1-5 lebih ke arah umum. Terkait energi baru Pasal 

6 sampai dengan Pasal 25. Energi Terbarukan Pasal 26 sampai dengan 

Pasal 46. Untuk Research and Development Pasal 47 dan Pasal 49. Pasal 

penetapan harga ada di Pasal 50 sampai dengan Pasal 53. Pembinaan dan 

pengawasan 54 dan 55, kemudian untuk Pasal partisipasi masyarakat 

Pasal 56 peralihan pasal 57 dan seterusnya. 

Kalau terkait dengan profit, tadi sudah disampaikan pembagian untuk 

energi baru dan terbarukan memang ini penting sekali supaya membuat 

zoning terkait siapa yang bergerak di energi baru dan siapa yang boleh 

bergerak di energi terbarukan. Kemudian apa perijinan yang perlu 

disertakan. Salah satunya adalah peran serta masyarakat, sesuai dengan 

RUU tidak ada penjelasan peran masyarakat dalam aspek produksi artinya 

kalau kita melihat Rencana 2025-2050, untuk 2050 akan bisa digerakkan 

secara masif energi yang bisa digerakkan dan dikembangkan oleh 

masyarakat. Untuk memenuhi terkait kemandirian energi, tentunya kalau 

kita mengandalkan pengusahaan yang skala besar maka kita tidak akan 

bisa bergerak cepat. Kita perlu ada kebijakan yang mengikutsertakan 

masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pengelolaan energi baru dan 

terbarukan terutama wilayah-wilayah terluar yang sulit terjangkau 

ataupun transmisi energi belum sampai di daerah. Perlu diberikan 

kemudahan bagi BUMDes, diberikan keleluasaan untuk mengelola energi 

baru dan terbarukan. Oleh karena itu, sudah ada masukan terkait 

masalah keberpihakan negara untuk masyarakat di mana daerah bisa 

mencukupi kebutuhannya sendiri. Kemudian terkait untuk energi baru 

maka ini adalah skala besar di mana penguasaan negara menjadi utama 

supaya tidak terjadi bahaya secara nasional. 

Terkait dengan masalah people, di sini kita menyampaikan terkait dengan 

tenaga kerja yang mana melibatkan masyarakat yang ada. Jika merekrut 

tenaga kerja asing diperhatikan spesifikasi yang mumpuni, untuk tenaga 

yang secara umum, masyarakat bisa. 
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Terkait lingkungan hidup, harus diberikan pleading yang tegas untuk 

perwujudan melindungi lingkungan hidup. 

Partisipasi masyarakat, dalam Pasal 57 sudah disebutkan partisipasi 

masyarakat dan bentuk-bentuk masukan dalam penentuan arah 

kebijakan EBT dan pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan atau 

kebijakan. 

 

2. Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H., L.L.M. 

a. Kalau kita berbicara acces to energy sebagaimana ruh utama di 

dalam RUU EBT ini, sebenarnyakan ada pilar penting yang akan 

diwujudkan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan, 3 pilar itu 

menjadi alasan dan sebagai urgensi RUU EBT itu penting. Dari sisi 

kenapa RUU ini penting itu tidak ada keraguan tetapi menurut saya 

RUU EBT setelah dibaca termasuk naskah akademiknya bandul 

terberatnya masih ada di aspek pembangunan ekonomi qq. 

pencarian profit. Sementara siapa yang diuntungkan, itu mungkin 

tadi dalam DIM tim sudah dimasukkan institusi atau badan usaha 

yang sebenarnya tidak memiliki otoritas untuk mengelola. 

Sementara bandul yang lain, yaitu pengentasan kemiskinan dan 

kesejahteraan masyarakat ini masih saya katakan sumir. 

b. Suatu produk kalau kita menganggap EBT nanti ending-nya adalah 

suatu produk maka ada tiga sektor penting profit, people, dan 

planet. Kita berbicara manusia dan kita juga berbicara lingkungan. 

Dua aspek ini yang sangat miskin dalam RUU EBT. 

c. Dimensi HAM sangat sumir dan kering. Pembangunan ekonomi di 

era global hak-hak masyarakat (adat) dan terpinggirkan itu sangat 

kuat dan mestinya diakomodir di dalam RUU EBT. Dimensi-dimensi 

hak komunal dikhawatirkan akan hilang. 

d. Berkaitan dengan lingkungan, negara kita terikat juga dengan Paris 

Agreement, mengurangi emisi atau gas buang, RUU EBT ini tekanan 

bagi pemerintah untuk mencari energi alternatif yang ramah 

lingkungan. Kita tidak semata-mata terikat pada Paris Agreement 

tetapi juga terikat pada pengelolaan lingkungan hidup yang 

bertujuan untuk menjamin bahwa segala usaha yang dilakukan 
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negara dan pemerintah menjamin pembangunan keberlanjutan 

yang berwawasan lingkungan. 

 
3. Dr. Catur Widoharuni, SH., M.Si., M.Hum. 

Terkait HAM masih sumir. Hal ini memang berat karena terkait insentif. 

Kalau kita lihat RUU EBT ini lebih banyak aspek ekonominya karena 

berdasarkan Pasal 41 RUU EBT memberatkan APBN, karena Pemerintah 

akan memberikan insentif yang akan menjadi beban di masa yang akan 

mendatang seperti insentif terkait dengan Energi Baru, jangan sampai saat 

RUU ini menjadi UU memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan di bidang profit. Jadi saya selalu mengatakan akan ada 

penumpang gelap. Kalau dilakukan akan memberatkan APBN. RUU EBT 

harus memperhatikan UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan 

Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate 

Change. 

4. Dr. Catur Widoharuni, SH., M.Si., M.Hum. 

a. Terkait dengan kewenangan daerah apakah juga diberikan. 

Kalau pemerintah daerah itu akan melakukan kewenangan terkait 

EBT sebenarnya tergantung dari Pemerintah Pusat. Dalam artian 

apakah Pemerintah Pusat memberikan delegasi kepada Pemerintah 

Daerah. Kalau diliat dari Naskah Akademik, dikaji melalui UU 

Pemerintah Daerah. Hal ini berkaitan dengan Pemerintah Daerah. 

Kalau Pemerintah Daerah diberikan kepercayaan itu diberikan 

kewenangannya oleh Pemerintah Pusat. Jadi pemerintah Pusat 

dalam memberikan kewenangan ke Pemerintah Daerah, tergantung 

dari situasi dan potensi Pemerintah Daerah. UU EBT sudah 

mengikutsertakan Pemerintah Daerah. 

b. Yang terkait dengan tata kelola. 

Sifatnya menyeluruh, ini akan terkait dengan masalah kearifan lokal 

itu memang menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kearifan lokal 

lebih mengarah kepada potensi daerah masing-masing. Oleh karena 

itu tentunya, terkait dengan peran serta masyarakat khususnya 

terkait dengan kemandirian energi dengan mengusahakan untuk 

dirinya atau kampungnya itu sudah menjadi bagian dari kearifan 

lokal yang bisa ditampilkan dalam peran serta masyarakat. Tidak 

hanya menerima energi tetapi juga mencukupkan potensi energi 



 

 
  23 
 

yang ada, untuk kemudian menjadi pemenuhan energi di daerah 

masing-masing. Kepentingan masyarakat diutamakan. 

 

 

 

LAMPIRAN 

I. RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT ENERGI  

Oleh: Tim FH UMM 

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG 

KETENAGALISTRIKAN (UU NOMOR 20 TAHUN 2002) 

TERKAIT USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN PENGUASAAN OLEH 

NEGARA 

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

diajukan oleh APHI (Asosiasi Penasehat Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Indonesia), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Indonesia), Yayasan 324, Ir. Ahmad Daryoko, M. Yunan Lubis, SH, Ir. Januar 

Muin dan Ir. David Tombeng. 

 

PEMOHON :  1.  AP H I  (Asosiasi P enasehat  H uk um Dan H ak Asasi M anu sia  

I nd onesia)  

2.  P B HI  (P erhimp un an B ant uan H uk um Dan H ak Asasi M anu sia 

I nd onesia)  

3.  Y ayasan 324  

4.  I r. Ahmad  Daryoko  

5.  M . Y un an Lub is, S H  

6.  I r. Januar M uin  

7.  I r. David  Tomb eng  

JENIS PERKARA  :  P eng ujian U nd ang - U nd ang Nomor 20 Tahu n 2002 t ent ang 

Ket enag al ist rikan t erhad ap  U nd ang - U nd ang Dasar Neg ara Rep ub lik 

I nd onesia Tahu n 1945 (UU D 1945)  
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POKOK PERKARA :  P eng ujian U nd ang - U nd ang Nomor 20 Tahu n 2002 t ent ang 

Ket enag al ist rikan [P as al 8 ayat  (2), P as al 1 6, P asal 17 ayat  ayat  (1)  

d an (3), P asal 21 ayat  (3), P asal 29 ayat  (1) d an ayat (2) P asal 30 

ayat  (1) P asal 38 ayat  (1)]  

AMAR PUTUSAN  :  1.  M enolak p ermohonan P emohon I  d alam p engujian formil;  

2.  M eng ab ulkan p ermohonan P emohon I , P emohon I I , d an 

P emohon I I I d alam p eng ujian mat eriil un t uk  seluru hn ya  

TANGGAL 

PUTUSAN 

:  Rab u , 15 Desemb er 2004  

SUBSTANSI 

MASALAH 

:  1.  B ahwa p emb erlaku an U nd ang - un d ang  Nomor 20 Tahu n 2 002  

t ent ang  Ket enag alist rikan s eb ag ai p e ng g ant i U nd ang - un d ang 

Nomor 15 Tahu n 1 985, pada dasarnya adalah untuk 

mengikutsertakan pihak swasta, dan penerapan 

kompetisi dalam usaha penyediaan tenaga listrik 

untuk kepentingan umum. Bahwa alasan 

mengikutsertakan pihak swasta dan penerapan 

kompetisi da lam usaha penyediaan tenaga listrik 

untuk kepentingan umum justru tidaklah beralasan.  

2.  B erd asarkan p rosed ur p erset ujuan RU U  Ket enag ali st rikan  

menjad i un d ang - un d ang  yang  d ilaku kan oleh Rap at  P arip urn a 

p ad a t angg al 4 S ept emb er 2002 t elah melang g ar ket ent uan 

P asal 20 ay at  (1) U nd ang - U nd ang  Dasar 1945 jo. U nd ang -

un d ang  Nomor P asal 33 ayat  (2) hu ruf  a d an ayat  (5) U nd ang -

un d ang  Nomor 4 Tahu n 1999 t ent ang S usun an d an 

Ked ud uk an MP R, DP R d an DP RD jo. P asal 189 jo. P asal 193  

Kep ut usan DP R RI  Nomor 03A/DP R - RI /I /2001 -  2002 Tent ang  

P erat uran Tat a Tert ib  DP R RI .  

ALASAN 

PERMOHONAN  

 a.  B ahwa p ad a t angg al 4 S ep t emb er 2002  DP R RI t elah 

meny et ujui RU U Ket enag alist rik an, yang  d iajukan oleh 

P emerint ah RI , menjad i U nd ang - U nd ang  Ket enag ali st rikan  

d an selanjut ny a d isahk an oleh P emer int ah RI  cq . P resid en RI 

menjad i U nd ang - und ang Nomor 20 Tahu n 2002 t ent ang 

Ket enag al ist rikan, yang  d iun d ang kan p ada t ang g al 23 

S ep t emb er 2002.  

b .  B ahwa d alam rap at  p arip urn a, p eng ambilan kep ut usan  

t erhad ap  RU U  Ket enag alist rikan t erseb ut , yait u p ad a 

p emb u kaan rap at , sekit ar p uk ul 09.45 WI B  jumlah ang g ot a 

DP R RI  yang  had ir ad alah 102 orang , yang set elah d iskors  

jumlah ang g ot a yang  had ir b erjumlah 152 ora ng .  

c.  B ahwa d alam rap at  p arip urn a, p eng ambilan kep ut usan  

t erhad ap  RU U  Ket enag alist rikan t erseb ut , yait u p ad a 

p emb uk aan rap at , sekit ar p uk ul 09.45 WI B  jumlah ang g ot a 

DP R RI  yang  had ir ad alah 102 orang , yang set elah d iskors  

jumlah ang g ot a yang  had ir b erjumlah 152 ora ng ;   

d .  B ahwa p ad a t ang g al 23 S ep t emb er 2002 t el ah d iun d ang kan 

U U  No. 20/2002 d alam Lemb aran Neg ara R I  Tahu n 2002 No.  

94 d an Tamb ahan Lemb aran Neg ara RI  No.4226 , d imana  

mat eri muat an d alam b ag ian - b ag ian U nd ang - un d ang 

t ermaksud  d alam konsid erans M enimb ang , P asal d an ayat  
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t ermasuk  p enjela sann ya, P EM OH ON  meng ang g ap 

b ert ent ang an d eng an U U D 1945.  

e.  B ahwa d alam k onsid erans M enimb ang  b d an c t erd ap at kat a 

"melalu i komp et isi" d an kalimat  "p encip t aan persaing an usaha  

yang  sehat , p erlu d ib eri kesemp at an yang sama kep ad a semua 

p elaku  usaha un t uk  iku t  sert a.  

f .  S elanjut ny a P asal 16 U U  No. 20/2 002 jug a me ny at akan b ahwa 

"U sah a P eny ed iaan Tenag a list r ik seb ag ai mana d imaksud  

d alam P asal 8 ayat  (2) d ilaku kan secara t erp isah oleh B ad an 

U saha yang  b erb ed a° , d eng an p enjelas an "un t uk  

t erseleng g arany a komp et isi yang  ad il d an sehat  usaha 

p eny ed iaan t enag a list rik p erlu d ilaku kan seca ra  t erp isah oleh 

B ad an U saha yang  b erb ed a"  

Pasal Yang Diuji   P asal 8 ayat  (2), P as al 16 , P asal 1 7 ayat  aya t  (1) d an (3), P asal 21  

ayat  (3), P asal 29 ayat  (1) d an ayat  (2) P asal 30 ayat  (1) P asal 3 8  

ayat  (1)  

Pertimbangan 

Hukum Hakim  

 1)  Menimbang bahwa, perkataan ñdikuasai oleh negaraò haruslah 

d iart ikan mencaku p  makn a p eng uasaan oleh n eg ara d alam a rt i  

luas yang  b ersumb er d an b erasal d ari kons ep si ked aulat an  

rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan ñbumi dan air 

d an kekayaan alam yang  terkandung di dalamnyaò, termasuk 

p ula d i d alamny a p eng ert ian kep emilika n p ub lik oleh 

kolekt ivit as raky at  at as sumb er - sumb er kekayaan d imaksud .  

2)  Raky at  secara kol ekt if it u d ikonst ruk sikan oleh U U D 1945  

memb erikan mand at  kep ad a neg ara un t uk meng ad akan 

keb i jakan (b eleid ) d an t ind akan p eng uru san (b est uu rsd aad ), 

p eng at uran (reg elend aad ), p eng elola an (b e heersd aad ) d an 

p eng awasan (t oez icht houd ensd aad ) un t uk  t ujuan seb esar -

b esarny a kemakmu ran raky at .  

3)  Fung si p eng uru san (b est uu rsd aad ) oleh neg ara d ilaku kan oleh  

p e merint ah d eng an kewenang ann ya un t uk  meng eluarkan d an  

mencab ut  fasilit as p eri zinan (verg un ning ), li sensi (l icent i e),  

d an konsesi (conces sie ).  

4)  Fung si p eng at uran oleh neg ara (reg elend aad ) d ilaku kan 

melalu i kewen ang an leg is las i o leh DP R b ersama d eng an  

P emerin t ah, d an reg ulasi oleh P emer int ah (ekseku t if).  

5)  Fung si p eng elolaan (b eheer sd aad ) d ila ku kan melalui  

mekanisme p em il ikan saham ( share - ho ld ing ) d an/at au melalu i  

ket erlib at an l ang sun g  d alam manajemen B a d an U saha M ilik  

Neg ara at au B ad an H uk um M ilik Neg ara s e b ag ai inst rumen 

kelemb ag aan me lalu i mana neg ara  c. q . P emerint ah 

mend ayag un akan p enguasaann ya at as sumb er - sumb er  

kekayaan it u un t uk  d ig un akan b ag i seb esar - b es arny a  

kemakmu ran raky at .  

6)  Demikian p ula fu ng si p eng awa san  oleh neg ara  

(t oezicht houd ensd aad ) d ilaku kan oleh neg ara c.q . P emerint ah 

d alam rang ka meng awas i d an meng e nd alikan ag ar  

p elaksanaan p eng uas aan ol eh neg ara at as c ab ang  p rod uk si 

yang  p ent ing  d an/at au yang menguasai hajat  hid up orang 

b any ak d imaksud b enar - b enar d ilaku kan un t uk  seb esar -

b esarny a kemakmu ran  seluru h raky at ;  
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7)  M enimb ang  b ahwa d alam kerang ka p eng ert ian yang  d emikian 

it u, p eng uasaan d alam art i kep emilikan p erd a t a (p rivat ) yang 

b ersumb er d ari konsep si kep emi likan p ub lik b erkenaan  

d eng an cab ang - cab ang  p rod uk si yang  p ent ing  b ag i neg ara 

d an/at au yang meng uasai hajat  hid up orang  b any ak yang 

menu rut  ket ent uan P asal 33 ayat  (2 ) d iku as ai ol eh neg ara,  

t erg ant un g  p ad a  

8)  M enimb ang  b ahwa d inamika p erkemb ang an kond isi mas ing -

masing  cab ang  p rod uk si. Y ang harus d iku asai oleh neg ara  

ad alah cab ang - cab ang  p rod uk si ya ng  d inilai p ent ing  b ag i 

neg ara d an/at au yang  meng uasai hajat  hid up  orang  b any ak, 

yait u:   

(1)  cab ang  p rod uk si yang p ent ing  b ag i negara d an 

meng uasai hajat  hid up  orang  b any ak, (ii) p ent ing  b ag i 

neg ara t et ap i t id ak meng uasai hajat  hid u p  orang 

b any ak, at au (iii) t id ak p ent ing  b ag i neg ara t et ap i 

meng uasai hajat  hid up  orang  b any ak. Ket ig any a harus 

d iku a sai oleh neg ara d an d ip erg un akan unt uk seb esar -

b esarny a kemakmu ran raky at .  

(2)  Namun , t erp ulang  kep ad a P emerint ah b ersama  

lemb ag a p erwakil an raky at  un t uk  menilainy a  ap a d an 

kap an suat u cab ang  p rod uk si it u d inilai p ent ing  b ag i 

neg ara d an/at au yang  meng uasai ha jat  hid up  orang 

b any ak. Cab ang  p rod uk si yang  p ad a suatu wakt u 

p ent ing  b ag i neg ara d an meng uasai hajat  hid up  orang 

b any ak, p ad a wakt u yang  lain d ap at b erub ah menjad i 

t id ak p ent ing  lag i b ag i neg ara d an t id ak lag i meng uasai  

hajat  hid up  orang b any ak.  

(3)  Akan t et ap i M ahk amah b erwenang  p ula un t uk 

melaku kan p eni lai an d eng an meng ujiny a t erha d ap  U U D 

1945 j ika t erny at a t erd ap at  p ihak yang  merasa  

d irug ikan hak konst it usionalny a karen a p enilai an  

p emb uat  und ang - un d ang t erseb ut ;  

(4)  M enimb ang  b ahwa b erd asarkan uraian d i at as, jikalau  

cab ang  p rod uksi list rik sun g g uh - sun g g uh d inilai ol eh  

P emerint ah b ersama DP R t el ah t id ak lag i p en t ing  b ag i 

neg ara d an/at au meng uasai hajat  hid up  orang  b any ak, 

maka d ap at  saja cab ang  it u d iserahk an p e ng at uran, 

p eng uru san, p eng elolaan, d an p eng awa sann y a kep ad a 

p asar. Namun , jikalau cab ang  p rod uk si d imaksud  masih 

p ent ing  b ag i neg ara d an/at au masih meng uasai hajat  

hid up  orang  b any ak, maka neg ara c.q . P emerint ah  

t et ap  d iharuskan menguasai cab ang  p rod uksi yang  

b ersang ku t an d eng an cara meng at ur, meng uru s, 

m eng elola , d an meng awasiny a ag ar sun g g uh - sun g g uh 

d ip erg un akan unt uk seb esar - b esarny a kem akmu ran 

raky at .  

(5)  Di d alam p eng ert ian p eng uasaan it u t ercaku p  p ula 

p eng ert ian kep emilikan p erd at a seb ag ai i nst rumen 

un t uk  memp ert ahank an t ing kat p eng uasaan oleh 

neg ara c.q . P emerint ah d alam p eng elola an cab ang  

p rod uk si list rik d imak sud . Deng an d emikian,  konsep si  

kep emilik an p rivat  oleh neg ara at as saha m d alam  
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b ad an - b ad an usaha yang  meny ang ku t cab ang - cab ang  

p rod uk si yang  p ent ing  b ag i neg ara d an/at au meng uasai  

hajat  hid up  oran g b any ak t id ak d ap at d id ikot omikan  

at aup un  d ialt ernat ifk an d eng an konsep si p eng at uran 

oleh neg ara. Ked uany a t ercaku p  d alam p eng ert ian  

p eng uasaan oleh neg ara. Oleh seb ab  it u, negara t id ak 

b erwenang  meng at ur at au menent uk an at uran yang 

melarang  d iriny a send i ri un t uk memiliki saha m d alam 

suat u b ad an usaha yang  meny ang ku t cab ang - cab ang  

p rod uk si yang  p ent ing  b ag i neg ara d an/at au yang 

meng uasai hajat  hid up  orang  b any ak seb ag ai i nst rumen 

at au cara neg ara memp ert ahank an p eng uasaann ya  

at as sumb er - sumb er kekayaan d im aksud  un t uk  t ujuan 

seb esar - b e sarny a kemakmu ran raky at  

(6)  M enimb ang  b ahwa d i samp ing  it u, un t uk menjamin  

p rinsip  efis iens i b erkead i lan seb ag a imana d imaksud  

d alam P asal 33 ayat  (4) U U D 1945, yang meny at akan, 

ñp erekonomian na siona l d ise leng g arakan b erd asar at as  

d emokrasi ekonom i d eng an p rinsip  keb e rsamaan,  

efisi ensi b erke ad ilan, b erke lanjut an, b er wawasan  

ling ku ng an, kemand irian, sert a d eng an  menjag a 

keseimb ang an kemaju an d an kesat uan  ekonomi  

nasiona l ñ, maka penguasaan dalam arti pemilikan privat 

it u jug a harus d ip ahami b ersifat  relat if d alam art i t id ak 

mut lak sela lu harus 100%, a salkan p eng uas aan oleh  

neg ara c.q . P emerint ah at as p eng elolaan  sumb er -

sumb er kekayaan d imaksud  t et ap  t e rp elihara  

seb ag aimana  mest iny a. M eskip un  P emerint ah hany a 

memil iki s aham mayorit a s rel at if, a salka n t et ap  

menent uk an d alam p roses p eng amb ilan kep utusan at as  

p enent uan keb ijakan d alam b ad an usa ha yang  

b ersang ku t an, maka d ivest asi at aup un p rivat isasi at as  

kep emilik an saham P em er int ah d alam  b ad an usaha  

milik neg ara yang  b ersang ku t an t id ak d ap at  d iang g ap 

b ert ent ang an d eng an P asal 33 U U D 1945.  Deng an 

d emikian, M ahk amah b erp end ap at , ket ent uan P asal 3 3  

U U D 1945 t id aklah menolak p rivat i sas i, s ep anjang  

p rivat isas i it u t id ak meniad akan p eng uasaa n neg ara 

c.q . P emerint ah un t uk  menjad i p enentu ut ama 

keb ijakan usaha d alam cab ang  p rod uk si yang  p ent ing 

b ag i neg ara d an/at au meng uasai ha jat  hid up  orang  

b any ak. P asal 33 U U D 1945 jug a t id ak menolak id e  

komp et isi d i ant ara p ara p elaku  usaha, sep anja ng  

komp et isi it u t id ak meniad akan p eng uasaan oleh  

neg ara yang  mencaku p  keku asaan un t uk  meng at ur 

( reg elend aad ), meng uru s ( b est uu rsd aad ), meng elola  

( b eheersd aad ), d an meng awasi ( t oezicht houd ensd aad )  

cab ang - cab ang  p rod uk si yang p ent ing b agi neg ara 

d an/at au ya ng meng usai hajat hid up orang  b any ak 

un t uk  t ujuan seb esar - b esarny a kemakmu ran r aky at ;    

yang  secara a lami ah harus d i laku kan sec ara monop oli  

yait u t ransmisi d an d ist rib usi. P ad a wilay ah yang 
t id ak/b elum d ap at menerap kan komp et isi, usaha 
p eny ed iaan t enag a li st rik d ilaku kan s ecara mo nop oli;   
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7. P enet ap an harg a jual t enag a list rik d iarahk an p ad a p end ekat an 

cost  b ased /cost  recovery d an p eng awasan d alam p elaksanaa n  
p enet ap an t arif oleh p asar, d an harg a jual t enag a list rik un t uk  
d aerah yang  sud ah komp et it if d it et a p kan melalu i mekanism e  

p asar d an harg a sewa t ransmisi d an d ist rib usi d it et ap kan oleh 
B ad an P eng awas P asar Tenag a list rik;   

8. S ist em ket at aneg araan seb ag aimana d iat u r d alam P asal 33 U U D 

1945 meng at ur b ahwa P emerint ah memp un yai fu ng si seb ag ai  
p eng uasa (reg u lat or) yang  d ilaku kan oleh  ment eri - ment eri  
t ekn is d an fu ng si se laku  p eng usaha (op erat o r) yang  d ilaku kan  

oleh kant or ment eri neg ara yang meng awasi d an memb ina 
jalann ya kep eng usahaan sep ert i B U M N. P ad a saat ny a  
P emerint ah harus leb ih memfoku skan fun g siny a seb ag ai  

reg ulat or d an secar a b ert ahap  melep a skan f un g siny a seb ag ai  
op erat or d alam art ian seb ag ai p elaksana la ng sun g  keg iat an, 
sesuai prinsip ñGovernment  fu nct ion is t o Govern ò; 

9. Diku asai  oleh neg ara meng and un g  p eng ert ian (1) P emilikan (2)  
P eng at uran, p emb in aan, d an p eng awasan d an (3)  
P eny eleng g araan keg iat an usaha d ilaku k an send iri oleh  

P emerint ah;  
10. Filosofi ñpenguasaan negaraò adalah terciptanya ketahanan nasional 

d i b id ang energ i (mig as, list rik d an lainn ya) d i NKRI d eng an 
sasaran ut ama p eny ed iaan d an p end ist rib usia n energ i d i d alam  
neg eri;  

11. Dereg ula si ad alah ef isi ensi me lalu i komp et isi, efi si ensi man a  
memaksima lkan  surp lus t ot al p emakai d it amb ah surp lus sup p ly , 
yang  d ap at  d ikat akan ad alah nila i t erhad ap  p emakai d iku rang i  

b iaya p rod uk si. Komp et isi t id ak menjanjikan harg a yang  
t erend ah p ad a sesuat u wakt u, komp et isi aka n meng g erakk an 
b ahwa p ara p emakai akan d ap at  menu t up i d alam jang ka 

p anjang ny a b iaya p rod uk si t ermasuk  p eng emb alian mod al  
secara w ajar, d an komp et is i akan mem inimalk an b iaya ra t a - rat a  
un t uk  p rod uk si d an meminimalkan p ula harga rat a rat a unt uk  

p emakai;  
 
M enimb ang  b ahwa d i p ihak lain p ara  ahl i ya ng  d iajukan 

oleh P ara P emohon t elah mener ang kan hal - h al yang  p ad a p okokn ya 
seb ag ai b eriku t :  

1.  List rik seb ag ai p ub lic ut il it ies t id ak b isa d is er ahk an ke d alam 

mekanisme p asar b eb as, karen a d alam p asar b eb as p ara p ihak 

meng amb il kep ut usan b erd asar p asokan d an p ermint aan, 

sement ara yang  d iseb ut  p asar p ad a hakekat ny a d id asarkan 

p ad a keku at an d aya b eli d an keku at an p as okan. Kalau it u yang 

t erjad i maka uk uran sesun g g uh ny a p ad a set iap  t ransaksi yang  

t erjad i ad alah keun t un g an p ihak - p ihak t ert ent u b erd asarkan 

sup p ly and  d emand  yang d alam p rosesny a leb ih d id asarkan  

p ad a p asokan yang  b erku rang  t et ap i p ermint aan t erus  

memb esar  yang  akh irny a ad any a p rofit hany a kep ad a 

p rod usen at au p emb angkit  t enag a list rik;  

2.  Dalam mekanism e p asar b eb as yang d iunt un g kan ad alah 

p emilik mod al yang  d alam b ahasa ekonomi d iseb ut  seb ag ai 

ind ivid ual welfar e g ame d an b uk an social wel fare g ame , d an 

yang  t erjad i ad alah s ocia l we lfare los ses  at au kerug ian -

kerug ian kesejaht era an sosi al p ad a masyaraka t . Dalam p rinsip  

komp et isi cost - b ased  recovery sesun g g uh ny a t id ak p ernah 

t erb uk a, kit a t id ak p ernah b isa memp ert any akan secara jujur 

b erap a sesun g g uh ny a b iaya yan g  d ikeluar kan kont rakt or 
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samp ai P emerint ah harus menerima b iaya yang  d it angg un g 

P emerint ah. P emerint ah sang at  lemah un t uk  meng et ahu i 

komp onen - komp onen b iaya yang d ikeluarkan  masing - masing  

inv est or. Ol eh karenany a jika P emerint ah d iarahk an un t uk  

menet ap kan p erhit un g an t arif, menjad i t id ak log is, karena cost  

recovery t erseb ut  t id ak t erb uk a, b erap a b iaya t et ap , b iaya 

variab el d an b i aya umu m yang  kemud ian  d ap at  d ihit un g 

seb ag ai b iaya p rod uk si. P asal 8 ayat  (2) d an Pasal 17 ayat  (1)  

merup akan land asan d an acuan b agi p elaksana an  

rest ruk t urisas i sekt or ket enag alist rik an, komp et isi p eny ed iaan  

t enag a list rik, yang  meng and alkan keku at an p asar b eb as. 

Efisien si d an komp et isi t id ak merup akan ciri p asar b eb as, 

karena p asar b eb as it u ad alah free fig ht lib eral ism yang  cirin ya 

siap a ku at  it u yang  menang . Efisiensi b erke ad ilan d i t ing kat 

mikro d an d i t ing kat  makro d id asarkan p ad a efekt ivit as  

p eny eleng g araan p emerint ah un t uk  social  welfare b uk an  

un t uk  efisiensi kep ent ing an p emil ik mod al; --  

3.  Kalau s ist em ke list r ikan d ikomp et isik a n maka  mod al it u akan 

masuk  ke sist em Jamali (Jawa, M ad ura, B ali)  yang  p asarny a 

sud ah t erb ent uk 90 t ahu n, d an d i luar Jawa t id ak, p ad a hal 

kit a harus melaku kan sub sid i sil ang  un t uk luar Jamali, yang  

hany a mun g kin d ilaku kan jika it u d ilaku kan B UM N (PLN). 

U s aha t enag a li st rik ad al ah usaha yang  p a d at  mod al, d an 

t ekn olog i, yang  jika d iser ahk an kep ad a swast a, mind - set - ny a  

ad alah un t uk memaksimumk an p rofit  d an kemud ian 

meng emb alikan mod al secar a cep at , yang  b erb ed a d eng an 

B U M N (P LN);   

4.  cab ang  p rod uk si yang  p ent ing  d an menguasai hajat  hid up  

orang  b any ak yang  seharusny a d iku asa i ol eh neg ara akan  

b erakib at  merug ikan hak - hak konst it usional  warg a neg ara 

I nd onesia, t ermasuk  p ara P emohon I , yang  d ijamin oleh U U D 

1945. Ol eh karena it u, P emohon I d alam p etit umn ya mohon 

ag ar  U U Ket enag alist rikan d iny at akan b ert ent ang an d eng an 

U U D 1945 d an t id ak memp un yai keku at an huku m meng ikat ;  

5.  M enimb ang  b ahwa d alil P ara P emohon yang  meng at akan 

b ahwa p rod uk  t enag a list rik b e lum d ap at  d iart i kan, d isamakan,  

d an d ib erlaku kan seb ag ai komod it i ek onomi, t et ap i jug a harus 

d iart ikan seb ag ai  p rasarana y ang  p erlu d is ub sid i, seh ing g a 

p eng ert ian komp et isi d an p erlaku an yang sama kep ad a semua 

p elaku  usaha seb ag aim ana yang  d imaksud  d alam konsid erans  

ñMenimbangò huruf b dan c maupun Pasal 16, 17 ayat (1), dan 

21 ayat  (3) U nd ang - un d ang  Nomor 20 Tahu n 2002 t id ak d ap at  

d it erima, kar ena d eng an p eng ert ian d iku as ai ol eh neg ara  

seb ag aimana t elah d iuraik an d i at as, akan menimb ulkan 

kerancuan b erfikir karen a makn a p eng uasa an neg ara yang  

mencaku p  p eng at uran, p eng uru sa n, p eng elolaan, d an  

p eng awasan akan d iku rang i j ika d alam p en yed iaan t enag a  
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list rik d ip erlaku kan secar a sama d alam sis t em p ersaing an 

d eng an b ad an usaha swast a, t ermasuk  asing ;   

6.  Menimbang bahwa dalam permohonan uji materiil 

Pemohon II (Perkara No. 021/PUU -I/2003) 

mendalilkan Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat 

(3), dan Pasal 30 ayat (1) UU Ketenagalistrikan 

bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945  

d eng an arg ument asi b ahwa keb ijakan p emisahan usaha  

p eny ed iaan t enag a li st rik d eng an sist em ñunbundlingò yang 

t ercant um d alam P asal 8 ayat  (2) yang melip ut i U saha  

P emb ang kit an, Transmisi, D ist rib usi , P enjualan, Ag en  

p enjualan, P eng elola P asar , d an P eng elola  S ist em Tenag a 

List rik oleh b ad an usaha yang  b erb ed a ( vid e Pasal 16 ), t erleb ih  

lag i d eng an ad any a ket ent uan b ahwa B adan U saha M ilik  

Neg ara (B U M N) hany a unt uk usaha Transmis i d an Dist rib usi, 

jad i t id ak d ikomp et isikan [ vid e P as al 17 ay at  (1)], sed ang kan  

yang  lainn ya d ikomp et isikan oleh semua b ad an usaha 

(t ermasuk  swast a), t elah mered uk si makn a òdikuasai oleh 

negara untuk cabang -cabang produksi yang penting 

yang menguasai hajat hidup orang banyakò, sep ert i 

yang  d imaksud  P asal 33 ayat  (2) U U D 1945. S eb ag ai akibat 

kebijakan tersebut  d i at as, t ak p elak lag i akan merup akan 

up aya p rivat isasi p eng usahaan t enag a l is t rik d an t elah 

menjad ikan t enag a list rik s eb ag ai komod it as p asar, yang  

b erart i t id ak lag i m emb erikan p rot eks i ke p ad a mayorit as  

raky at  yang  b elum mamp u menikmat i list rik;   

7.  M enimb ang  b ahwa Pemohon III (Perkara No. 022/PUU -

I/2003)  d alam p ermohonan u ji mat eriil mend ali lkan  

b eb erap a asp ek d alam U U Ket enag alist rikan yang  t id ak sesuai  

d eng an P asal 33 U U D 1945 seb ag ai b eriku t :   

a.  Asp ek komp et isi b eb as yang  t ercant um d alam  P asal 17  

ayat  (1) d an P asal 21 ayat  (3) just ru akan 

mening kat kan krisis ket enag ali st ri kan d i I nd onesia yang  

kini sud ah t erjad i d i luar Jawa, sehing g a  menu rut 

P emohon I I I  
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PENDAPAT 

MAHKAMAH  

:  un t uk  meny elamat kan d an melind un g i sert a meng emb ang kan leb ih 

lanjut  p erusahaan neg ara (B U M N) seb ag ai as et  neg ara d an b ang sa 

ag ar leb ih sehat  yang  selam a ini t elah b erja sa memb erikan p elayanan  

kelist r ikan kep ad a masyarakat , b ang sa, d an neg ara I nd onesia, b ai k  

yang  b erasp ek komersiil maup un  non - komersi il seb ag ai wujud  

p eng uasaan neg ara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 

Tahun 2002 yang memerintahkan sistem 

pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan 

(unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda 

akan  semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara 

kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua 

lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun 

non -komersial. Dengan demikian yang akan merugikan 

masyarakat, bangsa dan negara.  Ket erang an ahl i yang  d iajukan 

p emohon t elah menje lask an p eng alaman e mp iris yang  t erjad i d i  

Erop a, Amerika Lat in, Korea, d an M eksiko, sis t em un b und ling  d alam 

rest ruk t urisas i usaha list rik just ru t id ak meng un t un gkan d an t id ak 

sela lu efis ien d an malah menjad i b eb an b erat b ag i neg ara, sehing g a 

oleh karenany a M ahk amah b erp end ap at b ahwa hal t erseb ut 

b ert ent ang an d eng an p asal 33 U U D 1945  

  M ahk amah b erp end ap at p emb uat und ang - un d ang  jug a menilai  

b ahwa t enag a list rik hing g a saat  ini masi h merup akan cab ang 

p rod uk si yang  p ent ing  b ag i neg ara d an menguasai hajat  hid up  orang 

b any ak, sehing g a oleh karenany a menu rut pasal 33 ayat  (2) U U D 

1945 haru s t et ap  d iku asai o leh neg ara , d ala m art i harus dikelola 

oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh 

pemerintah (negara) atau denga n kemitraan bersama 

swasta nasional atau asing yang menyertakan dana 

pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan 

modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang 

baik dan saling menguntungkan. Hal ini berarti bahwa hanya 

BUMN yang bo leh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan 

perusahaan swasta nasional atau asing  hanya ikut serta 

apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan 

kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain - lain .  

P ersoalann ya ad alah ap akah yang  d imaksud  d eng an p erusahaan 

neg ara p eng elola t enag a list r ik hany alah B U M N, d alam hal ini P LN, 

at auk ah b isa d ib ag i d eng an p erusahaan negara yang  lain, b ahk an 

d eng an p erusahaan d aerah (BU M D) sesuai d eng an semang at  

ot onomi d aer ah?  Mahkamah berpendapat, jika PLN memang 

masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika 

tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat 

juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD, 

dengan PLN sebagai ñholding companyò 
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 :  penjabaran Pasal 33 UUD 1945  d ap at  d isi mp ulkan secara ring kas  

b ahwa makna dikuasai oleh negara  ialah bahwa terhadap 

cabang produksi yang telah dimiliki oleh negara, maka 

negara harus memperkuat posisi perusahaan tersebut agar 

kemudian secara bertahap akhi rnya dapat menyediakan 

sendiri kebutuhan yang merupakan hajat hidup orang 

banyak dan menggantikan kedudukan perusahaan swasta, 

baik nasional maupun asing  

 :  M enimb ang  b ahwa ad any a keny at aan inefisie nsi B U M N yang  t imbul 

karena fakt or - fakt or miss - manag ement  sert a korup si, kolusi d an 

nep ot isme (K KN), t id ak d ap at  d ijad ikan a las an un t uk  meng ab aikan 

P asal 33 U U D 1945.  

pepatah ñburuk muka cermin dibelah ò. Pembenahan yang 

d ilaku kan haruslah memp erku at  p eng uasaa n neg ara un t uk  d ap at 

melaksan akan kewajib an konst it us ionalny a  seb ag aimana d iseb ut  

d alam P asal 33 U U D 1945;  

AMAR PUTUSAN  :  M enimb ang  b ahwa d eng an p ert imb ang an - p ert imb ang an yang t elah 

d iuraikan d i at as, maka p ermohonan P ara P emohon harus d ikab ulkan 

seb ag ian dengan menyatakan Pasal 16, 17 ayat (3), se rta 68 

UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 

bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya harus 

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat  

  M enimb ang  b ahwa meskip un ket ent uan yang d ip and ang 

b ert ent ang an dengan konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 

16, 17 ayat (3), serta 68, khususnya yang menyangkut 

unbundling dan kompetisi,  akan t et ap i karena p asa l - p asa l  

t erseb ut  merup akan jantung d ari U U No. 20 Tahu n 2002 p ad ahal 

seluru h p arad ig ma yang  mend asar i U U  Ke t enag alist rik an ad alah  

komp et isi at au p ersa ing an d alam p eng el olaan d eng an sist em  

un b un d ling  d alam ket enag alist rikan yang  t ercermin d alam konsid eran  

ñMenimbangò huruf b dan c UU Ketenagalistrikan. Hal tersebut 

tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) 

UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian 

nasional Indonesia  

  M enimb ang  b ahwa M ahk amah b erp end ap at  cabang produksi 

dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di bidang 

ketenagalistrikan harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan 

antara pembangkit, transmisi, dan distribusi sehingga 

dengan demikian, meskipun hanya pasal, ayat, atau bagian 

dari ayat tertentu saja dalam undang -undang a quo yang 

dinyatakan tidak mempunyai kekuat an hukum mengikat 

akan tetapi hal tersebut mengakibatkan UU No. 20 Tahun 

2002 secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan, karena 

akan menyebabkan kekacauan yang menimbulkan 

ketidakpastian hukum dalam penerapannya;  
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 :  M enimb ang  b ahwa oleh karena P asa l 16  d an 17 d iny at akan  

b ert ent ang an d eng an UU D 1945 yang b erakib at  U U No. 20 Tahu n 

2002 secar a keseluru han d iny at akan t id ak memp un yai keku at an 

meng ikat  secara hu ku m karena p arad ig ma yang mend asariny a  

b ert ent ang an d eng an U U D 1945 Oleh karen a it u g un a me nceg ah 

t imb ulny a kesalahp ahaman d an kerag u - rag uan yang  meng akib at kan 

t imb ulny a kesan t id ak ad any a kep ast ian hu ku m d i b id ang 

ket enag alist r ikan d i I nd onesia, p erlu d it eg askan b ahwa sesuai  

d eng an P asal 58 U U  No. 24 Tahu n 200 3 t ent ang  M ahk amah 

Konst it usi, P ut u san M ahk amah Konst it usi me mp un yai akib at  hu ku m 

sejak d iucap kan d an b erlaku  ke d ep an ( p rosp ect ive ) sehing g a t id ak 

memp un yai d aya laku  yang  b ersifat  suru t ( ret roact ive ). Deng an  

d emikian, semua p erjanji an at au kont rak d an ijin usaha d i b id ang  

ket enag alist r ika n yang  t elah d it and at ang ani d an d ikeluark an 

b erd asarkan U U  No. 20 Tahu n 2002 t et ap  b erlaku  samp ai p erjanjian  

at au kont rak d an ijin usaha t erseb ut  hab is at au t id ak b erlaku  lag i;  

 :  M enimb ang  b ahwa g una meng hind ari kekosong an hu ku m 

( recht svacuum ), maka un d ang - un d ang  yang  lama d i b id ang  

ket enag alist r ikan, yait u U U No. 15 Tahu n 1985 t ent ang 

Ket enag al ist rikan (L emb aran Neg ar a Rep ub lik I nd onesia Tahu n 19 85  

Nomor 74, Tamb ahan Lemb aran Neg ara Nomor 331 7) b erlaku  

kemb ali karena P as al 70 U U  No. 2 0 Tahu n 2002 yan g  meny at akan  

t id ak b erlaku ny a U U No. 15 Tahu n 1985 t ermasuk  ket ent uan yang  

d iny at akan t id ak memp un yai keku at an hu ku m meng ikat ;  

 :  M enimb ang  b ahwa d eng an d iny at akann ya keseluru han U U  No. 20 

Tahu n 2002 t id ak memp un yai keku at an hu ku m meng ikat , d isarank an 

ag a r p emb ent uk  un d ang - und ang  meny iap kan RU U  Ket enag alist rikan  

yang  b aru yang  sesuai d eng an P asal 33 U U D 1945;  

MENGADILI  :  M enolak p ermohonan P emohon I  d alam p engujian formil;  

  M eng ab ulkan p ermohonan P emohon I , P emohon I I , d an P emohon II I 

d alam p eng ujian mat eriil un t uk  seluru hn ya; -  

  M eny at akan U U  No. 20 Tahu n 2 002 t ent ang  Ket enag ali st rikan  

(Lemb aran Neg ara Rep ub lik I nd onesia Ta hu n 2002 Nomor 94 ,  

Tamb ahan Lemb aran Neg ara Rep ub lik I ndonesia Nom or 4226 )  

b ert ent ang an d eng an U nd ang - U nd ang Dasar neg ara Rep ub lik 

I nd onesia Tahu n 1945;  

  M eny at akan U U  No. 20 Tahu n 2 002 t ent ang  Ket enag ali st rikan  

(Lemb aran Neg ara Rep ub lik I nd onesia Ta hu n 2002 Nomor 94 ,  

Tamb ahan Lemb aran Neg ara R ep ub lik I nd onesia Nom or 42 26) t id ak  

memp un yai keku at an hu ku m meng ikat ;  

  M emerint ahk an ag ar P ut usan ini d imuat d alam B erit a Neg ara p aling 

lamb at  30 hari kerja sej ak p ut usan ini d iucap kan; -  
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Jenis Perkara: Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 

Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD 1945). Pokok Perkara: Pengujian Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat 

ayat (1) dan (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 ayat (1) 

Pasal 38 ayat (1)]. Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon I dalam 

pengujian formil; Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan 

Pemohon III dalam pengujian materiil untuk seluruhnya. Tanggal Putusan: 

Rabu, 15 Desember 2004  

Substansi Masalah  

Bahwa pemberlakuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 

Ketenagalistrikan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, 

pada dasarnya adalah untuk mengikutsertakan pihak swasta, dan penerapan 

kompetisi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 

Bahwa alasan mengikutsertakan pihak swasta dan penerapan kompetisi dalam 

usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum justru tidaklah 

beralasan.  

Berdasarkan prosedur persetujuan RUU Ketenagalistrikan menjadi undang-

undang yang dilakukan oleh Rapat Paripurna pada tanggal 4 September 2002 

telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. 

Undang-Undang Nomor Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD jo. 

Pasal 189 jo. Pasal 193 Keputusan DPR RI Nomor 03A/DPR-RI/I/2001- 2002 

Tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI. 

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan | 2 ALASAN PERMOHONAN 

Bahwa pada tanggal 4 September 2002 DPR RI telah menyetujui RUU 

Ketenagalistrikan, yang diajukan oleh Pemerintah RI, menjadi Undang-Undang 

Ketenagalistrikan dan selanjutnya disahkan oleh Pemerintah RI c.q. Presiden RI 

menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang 

diundangkan pada tanggal 23 September 2002. Bahwa dalam rapat paripurna, 

pengambilan keputusan terhadap RUU Ketenagalistrikan tersebut, yaitu pada 

pembukaan rapat, sekitar pukul 09.45 WIB jumlah anggota DPR RI yang hadir 

adalah 102 orang, yang setelah diskors jumlah anggota yang hadir berjumlah 

152 orang.  

Bahwa pada tanggal 23 September 2002 telah diundangkan UU No. 20/2002 

dalam Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 94 dan Tambahan Lembaran Negara 

RI No. 4226, di mana materi muatan dalam bagian-bagian undang-undang 

termaksud dalam konsiderans Menimbang, Pasal dan ayat termasuk 

penjelasannya, PEMOHON menganggap bertentangan dengan UUD 1945.  

Bahwa dalam konsiderans Menimbang b dan c terdapat kata "melalui kompetisi" 

dan kalimat "penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan 

yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta. Selanjutnya Pasal 16 
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UU No.20/2002 juga menyatakan bahwa "Usaha Penyediaan Tenaga listrik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh 

Badan Usaha yang berbeda°, dengan penjelasan "untuk terselenggaranya 

kompetisi yang adil dan sehat usaha penyediaan tenaga listrik perlu dilakukan 

secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda". 

Pasal Yang Diuji Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat ayat (1) dan (3), Pasal 

21 ayat (3), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 ayat (1) Pasal 38 ayat (1). 

Pertimbangan Hukum Hakim 

Menimbang bahwa dalam permohonan uji formil, Pemohon Perkara No. 

001/PUU-I/2003 telah mendalilkan tentang prosedur (tata cara) pembentukan 

UU a quo yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, yaitu 

prinsip DPR sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang 

yang kemudian diimplementasikan dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) 

UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD 

(selanjutnya disebut UU Susduk) jo Pasal 189 dan 192 Peraturan Tata Tertib 

DPR, dengan alasan sebagai berikut: • Bahwa prosedur pengesahan UU 

Ketenagalistrikan dalam Sidang Paripurna DPR tidak memenuhi kuorum, karena 

tidak dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota sebagaimana disyaratkan 

oleh Pasal 189 Peraturan Tata Tertib DPR; Menimbang bahwa apa yang 

didalilkan oleh Pemohon Perkara No. 001/PUU-I/2003 tersebut telah dibantah 

oleh DPR dalam keterangan tertulis yang disampaikan dalam persidangan Pusat 

Studi Hukum Energi dan Pertambangan | 3 Mahkamah yang dilampiri Risalah 

Sidang Paripurna DPR tanggal 4 September 2002 yang ternyata Pemohon 

Perkara No. 001/PUU-I/2003 tidak dapat memberikan bukti sebaliknya, 

sehingga menurut Mahkamah permohonan pengujian formil UU 

Ketenagalistrikan yang diajukan oleh Pemohon Perkara No. 001/PUU-I/2003 

tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak; Menimbang bahwa 

Mohammad Hatta sebagai salah satu pendiri negara (founding fathers) 

menyatakan tentang pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut, “Cita-cita 

yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besar 

sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan kapital 

pinjaman luar negeri. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi 

kesempatan kepada pengusaha asing menanamkan modalnya di Indonesia 

dengan syarat yang ditentukan Pemerintah … Cara begitulah dahulu kita 

memikirkan betapa melaksanakan pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 

33 UUD 1945 … Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, 

pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila 

bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya maka diberikan 

kesempatan kepada mereka untuk menanamkan modalnya di tanah air kita 

dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. 

(Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II Hal. 231. Disusun oleh I. Wangsa 

Widjaja, Mutia F. Swasono, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta 2002). 

Penafsiran Dr. Mohammad Hatta tersebut diadopsi oleh Seminar Penjabaran 

Pasal 33 UUD 1945 pada tahun 1977 di Jakarta yang menyatakan bahwa sektor 

usaha negara adalah untuk mengelola ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 
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dan di bidang pembiayaan, perusahaan negara dibiayai oleh Pemerintah, apabila 

Pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai, dapat melakukan 

pinjaman dari dalam dan luar negeri, dan apabila masih belum mencukupi bisa 

diselenggarakan bersama-sama dengan modal asing atas dasar production 

sharing Menimbang bahwa Menteri Negara BUMN dalam keterangan tertulis di 

forum sidang Mahkamah menafsirkan “dikuasai oleh negara” berarti negara 

sebagai regulator, fasilitator, dan operator yang secara dinamis menuju negara 

hanya sebagai regulator dan fasilitator, sedangkan Prof. Dr. Harun Alrasid, S.H. 

menafsirkan dikuasai oleh negara berarti dimiliki oleh negara. Menimbang 

bahwa jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai 

pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak akan mencukupi 

dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”, yang dengan demikian berarti amanat untuk “memajukan 

kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan. 

Pengertian “dikuasai oleh negara” juga tidak dapat diartikan hanya sebatas 

sebagai hak untuk mengatur, karena hal dimaksud sudah dengan sendirinya 

melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam 

undang-undang dasar. Karena itu, perkataan “dikuasai oleh negara” tidak 

mungkin direduksi pengertiannya hanya berkaitan dengan kewenangan negara 

untuk mengatur perekonomian. Oleh karena itu, baik pandangan yang 

mengartikan perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam 

konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan 

oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, kedua-

duanya ditolak oleh Mahkamah; Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan 

| 4 Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pendapat dan uraian di atas, 

maka dengan demikian, perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan 

mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan 

berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan 

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula 

di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-

sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh 

UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan 

(beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), 

pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh 

negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan 

dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi 

(concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui 

kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh 

Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui 

mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan 

langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik 

Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah 

mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk 

digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi 

pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. 
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Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan 

penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat; Menimbang bahwa dalam 

permohonan uji materiil Pemohon II (Perkara No. 021/PUU-I/2003) mendalilkan 

Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (1) UU 

Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dengan 

argumentasi bahwa kebijakan pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik 

dengan sistem “unbundling” yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) yang meliputi 

Usaha Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, Penjualan, Agen penjualan, 

Pengelola Pasar, dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik oleh badan usaha yang 

berbeda (vide Pasal 16), terlebih lagi dengan adanya ketentuan bahwa Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) hanya untuk usaha Transmisi dan Distribusi, jadi 

tidak dikompetisikan [vide Pasal 17 ayat (1)], sedangkan yang lainnya 

dikompetisikan oleh semua badan usaha (termasuk swasta), telah mereduksi 

makna ”dikuasai oleh negara untuk cabang-cabang produksi yang penting yang 

menguasai hajat hidup orang banyak”, seperti yang dimaksud Pasal 33 ayat (2) 

UUD 1945. Sebagai akibat kebijakan tersebut di atas, tak pelak lagi akan 

merupakan upaya privatisasi pengusahaan tenaga listrik dan telah menjadikan 

tenaga listrik sebagai komoditas pasar, yang berarti tidak lagi memberikan 

proteksi kepada mayoritas rakyat yang belum mampu menikmati listrik; 

Menimbang oleh karena sudah jelas bahwa cabang produksi tenaga listrik harus 

dikuasai oleh negara, maka yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, 

apakah dua isu (masalah pokok) dalam permohonan a quo yaitu tentang kegiatan 

usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan 

memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah 

(unbundled), bertentangan dengan UUD 1945 Pusat Studi Hukum Energi dan 

Pertambangan | 5 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, 

Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta 

mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara 

dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan 

pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik 

yang beraspek komersiil maupun non-komersiil sebagai wujud penguasaan 

negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang 

memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan 

(unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat 

terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik 

kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-

komersial. Dengan demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa dan 

negara. Keterangan ahli yang diajukan pemohon telah menjelaskan pengalaman 

empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem 

unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan 

tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh 

karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan 

pasal 33 UUD 1945; Dasar Konstitusional yang Digunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 

27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat(1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 

28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (2) dan (3), Pasal 54 ayat (3) UUD 1945 
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Isi/Amar Putusan Menolak permohonan Pemohon I dalam pengujian formil; 

Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam 

pengujian materiil untuk seluruhnya; Menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 

tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang 

Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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